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BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG. .

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Menimbang

Mengingat

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

. bahwa dengan adanya kejadian luar biasa COVID-19 yang

mengancam dan mengganggu kegidupan dan penghidupan
masyarakat, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrarif dan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan perlu dirubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah,;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4740);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimané telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 85);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 91);
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Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2012 tentang
Petunjuk  Pelaksanaan = Peraturan Daerah  Kabupaten
Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan serta Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan  Perkotaan (Berita Daerah  Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 8) diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Temanggung.
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Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib Kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan manfaat secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya
kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan mengelola Pajak
Daerah. y

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sodial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi/ atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

Nomor Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat NOP PBB-P2 adalah nomor identitas objek pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan yang bersifat unik, tetap dan standar;
Surat Pemberitahuan Pajak terutang Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaaan dan Perkotaan yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi adminsitratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sma besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit
pajak.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Kejadian Luar Biasa adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia
untuk mengklasifikasikan peristiwa pefrnyakit yang merebak dan dapat
berkembang menjadi wabah penyakit : )

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

()

Pasal 4

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau

pembatalan ketetapan PBB-P2 dapat diberikan dengan kriteria:

a. kemampuan membayar wajib pajak;

b. kondisi tertentu objek pajak;dan

c. kesalahan administratif.

Kriteria kemampuan membayar wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a diberikan kepada:

a. Wajib Pajak orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela

kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;

Wajib Pajak pensiunan PNS, TNI/POLRI, BUMN dan BUMD;

Wajib Pajak orang pribadi kategori miskin;

d. Wajib Pajak orang pribadi atau Badan yang mengalami kerugian dan/atau
kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya;dan

e. Wajib Pajak yang terdampak bencana alam dan/atau bencana non alam
sehingga menimbulkan akibat pada penghidupannya baik sosial, ekonomi

2

maupun kesejahteraannya yang menurunkan kemampuan dalam
membayar pajak terhutang.
Kriteria Kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b diberikan kepada:
a. Objek Pajak yang terdampak kejadian yang luar biasa antara lain bencana
alam, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman; dan
b.  Objek Pajak berupa Rumah sakit, sekolah, yayasan yang tidak berorientasi
laba, dan kawasan cagar budaya.
Kriteria kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diberikan atas kesalahan administratif dalam penerbitan SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.
Dalam hal wajib pajak/objek pajak memenuhi lebih dari satu kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka permohonan dapat diajukan untuk
salah satu kriteria yang dianggap paling menguntungkan bagi wajib pajak.



3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

(1) Paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari ketetapan PBB-P2
dalam hal kondisi tertentu obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d.

(2) Atas kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dapat
diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan
pengurangan atau Pembatalan ketetapan PBB-P2 pada tahun berkenaan.

(3) Paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketetapan PBB-P2
untuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(4) Sebesar 100% (seratus persen) dari ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4).

(5) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Mei 2020
BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan Sesuai dengan Aslinya

o l‘f?_é@b{{a ngkat I

NIP. 19671112 199603 1 003



